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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan dan analisis data tentang kebijakan penolakan 

pencatatan perkawinan beda agama sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yang memberikan jawaban terhadap 

masalah yang dirumuskan dalam studi ini yaitu sebagai berikut: 

Pertama, lahirnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dilatarbelakangi oleh dua 

faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor yuridis dan sosiologis. Dari sisi yuridis, 

adanya problematika hukum perkawinan beda agama di Indonesia. hal ini dapat 

dilihat dari adanya ketidakselarasan hukum yang mengatur pencatatan 

perkawinanbeda agama, di satu sisi terdapat ketentuan hukum yang mengatur 

tentang keabsahan dan larangan perkawinan, kemudian di sisi lain terdapat 

ketentuan hukum yang mengatur pencatatan perkawinan bagi perkawinan beda 

agama dengan mensyaratkan adanya putusan pengadilan. Kekosongan hukum ini 

kemudian memunculkan  disparitas putusan pengadilan dalam menangani kasus 

pencatatan perkawinan beda agama. Sementara dari sisi sosiologis, dapat dilihat 

dari respons masyarakat dan pemuka agama terhadap aturan hukum yang 

memberi celah pencatatan perkawinan beda agama. Hal ini ditunjukkan oleh 

adanya perdebebatan di masyarakat tentang perkawinan beda agama. Keputusan 

hakim yang mengizinkan beberapa perkawinan beda agama menuai pro dan 

kontra di masyarakat. Mereka yang mendukung merasa keputusan ini adil dan 

sesuai dengan realitas sosial, sehingga mendorong lebih banyak orang untuk 

mencoba menikah beda agama. Namun, ada juga kelompok yang menentang, 

mereka menganggap hakim telah mengabaikan hukum agama dan membuka 

peluang pelanggaran aturan perkawinan dan merusak nilai-nilai keagamaan di 

Indonesia.  Singkatnya, keputusan hakim ini telah memicu perdebatan tentang 

keseimbangan antara hukum negara, nilai agama, dan realitas sosial di Indonesia.  

Kedua, dampak dari lahirnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dilihat dari dua 

sudut pandang. Pertama, dampak terhadap aturan hukum  pencatatan perkawinan 

beda agama. Sebelumnya, tidak ada aturan yang secara eksplisit melarang atau 
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memperbolehkan pencatatan perkawinan beda agama, sehingga menimbulkan 

kerancuan dan interpretasi yang berbeda-beda. Kemudian SEMA memberikan 

kepastian dan kejelasan hukum terkait pencatatan perkawinan beda agama.  Selain 

itu, SEMA memberikan panduan yang jelas bagi hakim dalam menangani perkara 

permohonan pencatatan perkawinan beda agama, sehingga putusan yang 

dihasilkan seragam dan tidak berbeda-beda dalam menangani permohonan izin 

pencatatan perkawinan beda agama. Kedua, dampak terhadap pasangan yang 

ingin menikah beda agama. SEMA ini menciptakan kendala hukum bagi pasangan 

beda agama yang ingin mencatatkan perkawinan mereka. Sehingga 

mengakibatkan kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi pasangan dan 

anak-anak mereka.  

Studi ini menunjukkan bahwasanya berdasarkan prinsip saddu dzari'ah 

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dapat dilihat sebagai upaya "menutup jalan" 

terhadap praktik yang berpotensi menimbulkan mafsadah (kerusakan). Dengan 

mengarahkan hakim untuk menolak permohonan pencatatan perkawinan beda 

agama, SEMA ini sejalan dengan prinsip saddu dzari'ah karena: mencegah 

ketidakjelasan hukum akibat interpretasi berbeda terhadap Undang-Undang 

Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, mengantisipasi 

dampak jangka panjang terhadap keharmonisan keluarga dan keutuhan akidah, 

menghindari potensi mafsadah yang lebih besar daripada maslahah akibat 

dicatatkannya perkawinan beda agama, melindungi integritas sistem perkawinan 

yang berlandaskan agama sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang 

Perkawinan, menghindari potensi konflik antara hukum negara dan hukum agama 

yang dapat mengancam keharmonisan masyarakat, memprioritaskan perlindungan 

agama (hifzh al-din) dan perlindungan keturunan (hifzh al-nasl) sebagai salah satu 

tujuan utama syariah. Kebijakan ini mencerminkan pemahaman bahwa ketika 

maslahah dan mafsadah berada dalam posisi yang bertentangan, sesuai kaidah 

fikih yang populer bahwa pencegahan kerusakan (dar`ul mafasid) lebih 

diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan (jalbul mashalih). 
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5.2 Implikasi  

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian 

hukum perkawinan di Indonesia, khususnya terkait interpretasi dan penerapan 

prinsip saddu dzari'ah dalam konteks perkawinan beda agama. Temuan penelitian 

memperkaya pemahaman tentang interaksi antara hukum positif dan hukum Islam 

dalam sistem hukum Indonesia. Alangkah penting bagi masyarakat dalam 

memahami konsekuensi hukum dan sosial dari perkawinan beda agama, serta 

pentingnya mempertimbangkan aspek keagamaan dan hukum sebelum 

melaksanakan perkawinan beda agama. 

5.3 Rekomendasi  

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mempunyai rekomendasi terkait 

permasalahan yang dibahas, yaitu: 

5.3.1 Bagi pemerintah yang berwewenang 

Perlu dilakukan revisi atau amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan untuk memberikan pengaturan yang lebih 

tegas mengenai larangan perkawinan beda agama, sehingga dapat menutup celah 

hukum yang ada dan mencegah terjadinya penyelundupan hukum. 

5.3.2 Bagi organisasi masyarakat dan lembaga keagamaan 

Perlu ditingkatkan peran aktif dalam memberikan pemahaman kepada 

masyarakat tentang pentingnya memperhatikan aspek keagamaan dalam 

perkawinan dan dampaknya terhadap kehidupan keluarga. 

5.4 Keterbatasan Studi 

Tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Studi ini baru mengekplorasi 

tentang faktor dan dampak lahirnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang 

Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan 

Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan, maka studi 

berikutnya dapat mengangkat isu menarik terkait dengan bagaimana proses di 

balik pembuatan SEMA Nomor 2 Tahun 2023, termasuk pertimbangan dan debat 

yang terjadi di dalam Mahkamah Agung sebelum kebijakan ini diterbitkan. 
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